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The right of every citizen to get protection from violence and to 

be free from torture or treatment that degrades human dignity is 

a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia. Sexual violence is a form of violence and 

treatment that degrades human dignity. , which is contrary to 

divine and human values, and which disturbs the security and 

peace of the community. To address the problems of women and 

children who are victims of sexual violence, a Women and 

Children Protection Service Unit has been formed. Based on 

article 3 of the Regulation of the Head of the State Police of the 

Republic of Indonesia No. 10 of 2007 which reads: "Women and 

Children Service Unit is a unit tasked with providing services, in 

the form of protection for women and children who are victims of 

crime and law enforcement against perpetrators". In this case the 

city of Pekanbaru issued Pekanbaru City Regional Regulation 

Number 9 of 2016 concerning the Establishment of the Technical 

Implementation Unit for the Protection of Women and Children, 

Position, Organizational Structure, Duties and Functions and 

Work Procedures of the Pekanbaru City Women's Empowerment 

and Child Protection Service. The purpose of this study was to 

determine the role of the Technical Implementation Unit for the 

Protection of Women and Children (UPT PPA) in Pekanbaru 

City in providing legal protection for victims of sexual violence. 

To find out the obstacles to the role of the Technical 

Implementation Unit for the Protection of Women and Children 

(UPT PPA) in Pekanbaru City in providing legal protection for 

victims of sexual violence. To find out the efforts to resolve the 

obstacles to the Technical Implementation Unit for the Protection 

of Women and Children (UPT PPA) in Pekanbaru City in 

providing legal protection for victims of sexual violence. The 

results of this study are that the City of Pekanbaru in providing 

legal protection for victims of sexual violence that the UPT PPA 

has provided efforts to the community in accordance with the law 

to achieve human peace and realize the dignity of society as 
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human beings, where the 

City of Pekanbaru itself still 

has cases where there is no 

clarity from the community, 

this proves that the 

education of the people of 

Pekanbaru City on the 

protection of children and 

women is still lacking. This 

is what will become an 

obstacle for the State, 

Government, Institutions 

and the surrounding 

community. And the 

obstacles found to provide 

legal protection to victims of 

sexual violence are low case 

reporting, cultural and 

social factors, and slow 

legal processes. And the 

efforts needed to provide 

legal protection for victims 

of sexual violence are the need for actions that can be taken such 

as reporting to the authorities, the need for a community 

approach to victim protection, and the need for fast law 

enforcement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informasi Artikel 

Abstrak 

Histori Artikel: 

Diterima     : 01-01-2023 

Direvisi      : 20-01-2023 

Disetujui    : 04-02-2024 

Diterbitkan : 04-02-2024 

 

Kata Kunci: 

Peranan 

Perlindungan 

Korban Seksual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari 

kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak 

konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual 

merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan 

dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang 

mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat. Untuk 

penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan 

seksual telah di bentuk Unit Layanan Perlindungan Perempuan 

dan Anak. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 yang berbunyi: 

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah Unit yang bertugas 

memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan 

penegakan hukum terhadap pelakunya”. Dalam hal ini kota 

Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kedudukan, Susunan 

Organnisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Pekanbaru. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
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peranan Unit Pelaksana 

Teknis Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPT 

PPA) di Kota Pekanbaru 

dalam memberikan 

perlindungan hukum 

terhadap korban kekerasan 

seksual. Untuk mengetahui 

hambatan peranan Unit 

Pelaksana Teknis 

Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPT PPA) di 

Kota Pekanbaru dalam 

memberikan perlindungan 

hukum terhadap korban 

kekerasan seksual. Untuk 

mengetahui upaya 

penyelesaian terhadap 

hambatan Unit Pelaksana 

Teknis Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPT 

PPA) di Kota Pekanbaru 

dalam memberikan 

perlindungan hukum 

terhadap korban kekerasan 

seksual. Hasil penelitian ini 

adalah Kota Pekanbaru 

dalam memberikan 

perlindungan hukum 

terhadap korban kekerasan 

seksual bahwa UPT PPA 

telah memberikan upaya 

kepada masyarakat sesuai 

dengan hukum untuk 

mencapai kedamaian 

manusia dan mewujudkan martabat masyarakat sebagai manusia, 

dimana Kota Pekanbaru sendiri masih terdapat kasus yang tidak 

ada kejelasan dari masyarakat, hal ini membuktikan bahwa 

pendidikan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap perlindungan 

Anak dan Perempuan masih sangat kurang. Hal inilah yang akan 

menjadi hambatan bagi Negara, Pemerintah, Lembaga serta 

Masyarakat sekitarnya. Dan hambatan ditemukan untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan 

seksual adalah rendahnya Pelaporan Kasus, Faktor Budaya dan 

Sosial, dan Lambatnya Proses Hukum. Dan upaya yang 

diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

korban kekerasan seksual adalah perlunya tindakan yang dapat 

diambil seperti melaporkan kepada pihak berwajib, perlunya 

pendekatan masyarakat terhadap perlindungan korban, dan 

perlunya penegakan hukum yang cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Hak asasi perempuan merupakan hak asasi manusia yang tidak teraktualisasi dengan 

nyata baik dalam formulasi kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang ada 

maupun dalam perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, pelanggaran hak asasi perempuan terus 

menerus terjadi disegala bidang kehidupan,diranah privat maupun publik dan disemua 

tingkatan sosial, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun negara. Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan menggunakan instrument-instrumen hak asasi 
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manusia itu, khususnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen internasional tentang hak-

hak asasi perempuan.  

Berdasarkan Pasal diatas maka jelas bahwa hak asasi dimiliki oleh setiap manusia 

bukan berdasarkan status, ras, kekayaan, bahkan kewargarganegaraan, hak asasi dimiliki 

karena ia dilahirkan sebagai manusia, sehingga tanpa memandang apapun hak asasi seseorang 

perlu untuk dilindungi. Dengan adanya HAM maka seharusnya terlindungi setiap orang baik 

jasmani, rohani maupun harta benda yang ia miliki, karena HAM merupakan hak-hak yang 

melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan 

hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. 

Perbuatan kekerasan seksual merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual 

yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan 

seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara 

kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan seksual berarti orang yang suka 

merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau 

berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual 

terbit menjawab kurangnya atau tidak adanya pencegahan, pelindungan, akses yang adil dan 

pemulihan korban dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini ada. Undang-

Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 

Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan 

Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan 

Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi 

lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. 

Selain itu kekerasan seksual juga diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), pasal-pasal tersebut antara lain: 

Pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena 

melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”  

Pasal 287 ayat (1) KUHP : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar 

perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumya belum 
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lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 

diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. 

Pengalturaln tersebut sesuali dengaln halkikalt hukum merupalkaln sualtu system kalidalh, 

paldal dalsalrnya l merupalkaln pedomaln altalu pegalngaln balgi malnusial yalng digunalkaln sebalgali 

pembaltals sikalp, tindalk altalu perilalku dallalm melalngsungkaln alntalr hubungaln daln alntalral 

kegialtaln dengaln sesalmal malnusial dallalm pergalulaln hidup bermalsyalralkalt. 

Untuk penalngalnaln permalsallalhaln perempualn daln alnalk korbaln kekeralsaln seksuall 

telalh di bentuk Unit Lalya lnaln Perlindungaln Perempualn daln Alnalk. Berdalsalrkaln palsall 3 

Peralturaln Kepallal Kepolisialn Negalral Republik Indonesial No 10 Talhun 2007 ya lng berbunyi: 

“Unit Pelalyalnaln Perempualn daln Alnalk aldallalh Unit yalng bertugals memberikaln pelalya lnaln, 

dallalm bentuk perlindungaln terhaldalp perempualn daln alnalk yalng menjaldi korbaln kejalhaltaln daln 

penegalkaln hukum terhaldalp pelalkunyal”. 

Peralturaln Daleralh Kotal Pekalnbalru Nomor 9 Talhun 2016 tentalng Pembentukaln Unit 

Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk, Kedudukaln, Susunaln Orgalnnisalsi, 

Tugals daln Fungsi Sertal Taltal Kerjal Dinals Pemberdalyalaln Perempualn daln Perlindungaln Alnalk 

Kotal Pekalnbalru. Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn Daln Alnalk Alnalk 

mempunyali tujualn, tugals daln fungsi ya litu : 

1. Tujualn umum dibentuknya l Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln 

Alnalk aldallalh memberikaln kontribusi terhaldalp terwujudnya l kesetalralaln kealdilaln 

gender dengaln mengintegralsikaln straltegi pengalrusutalmalaln gender dallalm 

berbalgali kegialtaln pelalya lnaln terpaldu balgi peningkaltaln kondisi, peraln daln 

perlindungaln perempualn sertal memberikaln kesejalhteralaln daln perlindungaln alnalk. 

2. Tujualn khusus dibentuknya l Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln 

Alnalk aldallalh: 

a. Menyedialkaln daltal terpilalh menurut jenis kelalmin daln informalsitentalng isu 

pemberdalya laln daln perlindungaln perempualm daln alnalkbalgi malsya lralkalt yalng 

membutuhkaln. 

b. Mendorong penyedialaln salralnal, pralsalralnal daln berbalgali jenis lalyalnaln di 

berbalgali bidalng kehidupaln balgi perempualn daln alnalk meliputi pusaltdaltal daln 

informalsi, konseling, teralpi psikologis daln medis,pendalmpingaln pendidikaln 

daln pelaltihaln, pusalt rujukaln, dalnsebalgalinya l, sebalgali upalya l untuk 

meningkaltkaln kuallitals hidupperempualn, kesejalhteralaln daln perlindungaln 
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alnalk ya lng dikelolalmalsyalralkalt secalral malndiri daln disesualikaln dengaln hall 

sebelumnya l, daln 

c. Membalngun mekalnisme diallog alntalral malsyalralkalt, pemerintalh dalndunial 

usalhal dallalm ralngkal terbalngunnyal kerjalsalmal /kemitralaln yalngdalpalt 

mendukung keberaldalaln Unit Lalya lnaln Perlindungaln PerempualnDaln Alnalk. 

Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn Daln Alnalk, mempunyali tugals 

memberikaln pelalyalnaln daln perlindungaln perempualn sertal perlindungaln alnalk. Selalin itu jugal, 

fungsi dalri Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn Daln Alnalk, yalitu: 

a. melalksalnalkaln kegialtaln koordinalsi, falsilitalsi, medialsi untuk penalngalnaln tindalk 

kekeralsaln terhaldalp perempualn daln alnalk. 

b. penyedialaln daln / falsilitalsi pelalya lnaln rehalbilitals sosiall daln rehalbilitalsi medis balgi 

perempualn daln alnalk korbaln tindalk kekeralsaln daln korbaln tindalk pidalnal 

perdalgalngaln oralng. 

c. kerjal salmal daln kemitralaln dengaln instalnsi/lembalgal pemerintalh, dunial 

usalhal/pihalk swalstal daln malsyalkalt dallalm ralngkal memberikaln pelalya lnaln 

pemberdalya laln daln perlindungaln balgi perempualn daln alnalk 

Pembentukaln Unit Lalyalnaln Perlindungaln Perempualndaln Alnalk Kotal Pekalnbalru 

dibalwalh koordinalsi Kepallal Dinals Pemberdalya laln Perempualn daln Perlindungaln Alnalk lPPPAl) 

Kotal Pekalnbalru. Aldalpun bentuk Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perlindungaln 

Perempualn Daln Alnalk kotal pekalnbalru meliputi: 

1. Pelalya lnaln, pemulihaln, daln kesehaltaln. 

2. Pendalmpingaln daln aldvokalsi. 

3. Pendidikaln daln penelitialn. 

4. Pengualtaln jalringaln daln kelembalgalaln. 

5. Pendaltalaln daln pelalporaln. 

Berdalsalrkaln uralialn-uralialn paldal laltalr belalkalng malsallalh di altals, penulis tertalrik untuk 

mengaldalkaln penelitialn mengenali : “PERAlN UNIT PELAlKSAlNAl TEKNIS 

PERLINDUNGAlN PEREMPUAlN & AlNAlK lUPT PPAl) DI KOTAl PEKAlNBAlRU DAlLAlM 

PERLINDUNGAlN TERHAlDAlP KORBAlN KEKERAlSAlN SEKSUAlL”.  

Tujualn penulis dallalm penelitialn ini aldallalh Untuk mengetalhui peralnaln Unit 

Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm 

memberikaln perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall. Untuk mengetalhui 
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halmbaltaln peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di 

Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall. 

Untuk mengetalhui upalya l penyelesalialn terhaldalp halmbaltaln Unit Pelalksalnal Teknis 

Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall. Metode yalng penulis gunalkaln 

aldallalh bersifalt yuridis empiris altalu penelitialn hukum sosiologis, yalng berlokalsi di Unit 

Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk di Jallaln Dalgalng No 78, Kecalmaltaln 

Sukaljaldi, Kotal Pekalnbalru. Dengaln allalsaln daln pertimbalngaln balhwal tindalk pidalnal kekeralsaln 

seksuall diwilalya lh Pekalnbalru setialp talhunnyal terjaldi sehinggal menalrik perhaltialn penulis 

untuk mengalngkalt permalsallalhaln tersebut. 

 

 

AlNAlLISIS DAlN PEMBAlHAlSAlN 1 lPeralnaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln 

Perempualn Daln Alnalk lUPT PPAl) Di Kotal Pekalnbalru Dallalm Memberikaln 

Perlindungaln Hukum Terhaldalp Korbaln Kekeralsaln Seksuall) 

Telalh tertulis dengaln jelals dallalm Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng 

perubalhaln altals Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng Perlindungaln Alnalk, balhwa l 

perlindungaln alnalk merupalkaln talnggung jalwalb dalri Negalral, Pemerintalh, Pemerintalh Daleralh, 

Malsya lralkalt, Kelualrgal, Oralng Tual, altalu Walli berkewaljibaln. Dallalm Palsall 21 Undalng-Undalng 

Nomor 35 Talhun 2014 menya ltalkaln balhwal: 

1. Negalral, Pemerintalh, daln Pemerintalh Daleralh berkewaljibaln daln bertalnggung jalwalb 

menghormalti pemenuhaln Halk Alnalk talnpal membedalkaln suku, algalmal, rals, 

golongaln, jenis kelalmin, etnik, budalya l daln balhalsal, staltus hukum, urutaln kelalhiraln, 

daln kondisi fisik daln/altalu mentall. 

2. Untuk menjalmin pemenuhaln Halk Alnalk sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt l1), 

negalral berkewaljibaln untuk memenuhi, melindungi, daln menghormalti Halk Alnalk. 

3. Untuk menjalmin pemenuhaln Halk Alnalk sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt l1), 

Pemerintalh berkewaljibaln daln bertalnggung jalwalb dallalm merumuskaln daln 

melalksalnalkaln kebijalkaln di bidalng penyelenggalralaln Perlindungaln Alnalk. 

4. Untuk menjalmin pemenuhaln Halk Alnalk daln melalksalnalkaln kebijalkaln sebalgalimalna l 

dimalksud paldal alya lt l3), Pemerintalh Daleralh berkewaljibaln daln bertalnggung jalwalb 
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untuk melalksalnalkaln daln mendukung kebijalkaln nalsionall dallalm penyelenggalralaln 

Perlindungaln Alnalk di daleralh. 

5. Kebijalkaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt l4) dalpalt diwujudkaln melallui upalyal 

daleralh membalngun kalbupalten/kotal lalyalk Alnalk. 

6. Ketentualn lebih lalnjut mengenali kebijalkaln kalbupalten/kotal lalya lk Alnalk 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alya lt l5) dialtur dallalm Peralturaln Presiden. 

Secalral universall balhwal negalral memikul talnggung jalwalb utalmal dallalm pemaljualn daln 

perlindungaln halk alsalsi malnusial. Talnggung jalwalb ya lng sedemikialn talk dalpalt dikuralngi 

dengaln allalsaln-allalsaln politik, ekonomi malupun budalyal. Sementalral itu dallalm kenyaltalaln 

sehalri-halri balnyalk pelalnggalraln halk alsalsi malnusial dilalkukaln oleh negalral melallui orgaln-orgaln 

altalu alpalraltnya l balik sipil malupun militer yalng menyelewengkaln kekualsalalnnyal lalbuse of 

power). 

Pemerintalh tidalk halnyal mengelualrkaln Undalng-Undalng daln alturaln yalng berkalitaln 

dengaln perlindungaln Alnalk, pemerintalh jugal membetuk lembalgal daln unit-unit untuk 

memberikaln balntualn terhaldalp alnalk daln membalntu memberikaln perlindungaln terhaldalp Alnalk 

seperti Unit Pelalksalnal Teknis Perempualn daln Alnalk yalng jugal terdalpalt dallalm setialp daleralh di 

Indonesial. 

Dilihalt dalri peraln Pemerintalh Negalral Indonesial dengaln telalh membentuk Undalng-

Undalng Nomor 35 Talhun 2014 tentalng Perlindungaln Alnalk daln Pemerintalh Kotal Pekalnbalru 

dallalm melindungi Perempualn daln Alnalk Kotal Pekalnbalru, ya litu dengaln memberikaln 

pelalyalnaln dengaln membentuk lembalgal Unit Pelalksalnal Teknis Perempualn daln Alnalk Kotal 

Pekalnbalru sertal aldalnyal Peralturaln Menteri Pemberdalyalaln Perempualn daln Perlindungaln Alnalk 

Republik Indonesial Nomor 1 Talhun 2017 tentalng Taltal Kelolal Unit Pelalksalnal Teknis 

Perempualn daln Alnalk daln Peralturaln Wallikotal Pekalnbalru Nomor 142 Talhun 2019 Tentalng 

Pembentukaln, Kedudukaln, Susunaln Orgalnisalsi, Tugals daln Fungsi sertal Taltal Kerjal Unit 

Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk paldal Dinals Pemberdalyalaln Perempualn 

daln Perlindungaln Alnalk Kotal Pekalnbalru, malkal dalpalt dinyaltalkaln peraln pemerintalh dallalm 

melindungi Alnalk daln Perempualn sudalhlalh balik, daln dengaln segallal tindalkaln pemerintalh 

untuk meningkaltkaln perlindungaln tersebut. 

Menurut Ibu Dral. Rial Dinal Srikaldalrini, selalku Kepallal UPT Perlindungaln Perempualn 

daln Alnalk Provinsi Rialu, mengaltalkaln balhwal Peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln 

Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln perlindungaln hukum 
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terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh UPT PPAl bekerjal salmal dengaln berbalgali instalnsi 

terkalit, seperti kepolisialn, rumalh salkit, pusalt kesejalhteralaln sosiall, daln lembalgal hukum 

lalinnyal. Merekal berperaln dallalm mengoordinalsikaln upalyal penalngalnaln kalsus kekeralsaln 

seksuall alnalk alntalral berbalgali lembalgal tersebut. Kolalboralsi ini penting untuk memalstikaln 

balhwal penalngalnaln kalsus dilalkukaln secalral holistik, termalsuk penyelidikaln ya lng efektif, 

pemeriksalaln medis daln psikologis ya lng tepalt, daln proses hukum ya lng aldil. 

Menurut Ibu IPTU Mimi Wiral Swalrtal, S.H., selalku Kalnit PPAl Polrestal Pekalnbalru, 

mengaltalkaln balhwal Peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT 

PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln 

seksuall aldallalh UPT PPAl berperaln sebalgali lembalgal penerimal lalporaln kalsus kekeralsaln 

seksuall terhaldalp alnalk. Merekal menerimal lalporaln dalri korbaln altalu pihalk yalng melalporkaln 

kejaldialn tersebut, seperti oralng tual, guru, altalu petugals kesehaltaln. UPT PPAl alkaln 

mendokumentalsikaln lalporaln tersebut daln memulali proses penalngalnaln kalsus. UPT PPAl 

memberikaln pendalmpingaln hukum kepaldal korbaln kekeralsaln seksuall daln kelualrgalnyal. 

Merekal dalpalt membalntu korbaln dallalm memalhalmi halk-halk hukum merekal, memberikaln 

informalsi mengenali proses hukum yalng alkaln dihaldalpi, daln mengalralhkaln korbaln untuk 

mendalpaltkaln balntualn hukum yalng kompeten. Pendalmpingaln hukum ini penting untuk 

memalstikaln balhwal korbaln mendalpaltkaln perlindungaln ya lng memaldali daln kepentingaln 

merekal diwalkili dengaln balik selalmal proses hukum. 

Berdalsalrkaln observalsi penulis dilalpalngaln balhwal Peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis 

Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru aldallalh dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh UPT PPAl memberikaln 

balntualn daln dukungaln kepaldal korbaln kekeralsaln seksuall. Ini meliputi pemenuhaln kebutuhaln 

dalsalr, seperti tempalt tinggall, malkalnaln, daln palkalialn, sertal lalya lnaln pendidikaln daln kesehaltaln 

ya lng dibutuhkaln. UPT PPAl jugal berperaln dallalm rehalbilitalsi korbaln, termalsuk pemulihaln 

tralumal, bimbingaln psikologis, daln pendalmpingaln dallalm mengemballikaln korbaln ke 

kehidupaln normall. 

Pelalksalnalaln dalri UPT PPAl jikal dilihalt dalri pelalya lnaln ya lng diberikaln kepaldal alnalk 

korbaln kekeralsaln seksuall jugal sudalh salngalt balik daln sesuali dengaln Undalng-Undalng Nomor 

35 Talhun 2014, yalng malnal balhwal pelalyalnaln yalng halrus diberikaln aldallalh : 

a. Rehalbilitalsi sosiall 
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Rehalbilitalsi sosiall aldallalh sualtu proses kegialtaln pemulihaln secalral terpaldu, balik 

fisik, mentall malupun sosiall, algalr dalpalt kemballi melalksalnalkaln fungsi sosiall dallalm 

kehidupaln malsyalralkalt. Rehalbilitalsi sosiall oleh UPT PPAl dalpalt dilihalt dalri aldalnya l 

pelalyalnaln psikologi dengaln tujualn untuk memulihkaln mentall korbaln daln 

reintegralsi sosiall. UPT PPAl jugal alkaln memberikaln pelalya lnaln perlindungaln 

perempualn daln alnalk dalri alncalmaln membalhalyalkaln dirinyal. 

b. Pendalmpingaln psikososiall paldal salalt pengobaltaln salmpali pemulihaln 

Psikososiall aldallalh sualtu kondisi yalng terjaldi paldal individu yalng mencalkup alspek 

psikis daln sosiall altalu seballiknya l. Psikososiall menunjuk paldal hubungaln ya lng 

dinalmis alntalral falktor psikis daln sosiall, yalng salling berinteralksi daln memengalruhi 

saltu salmal lalin. UPT PPAl dimulali dalri memberikaln pelalyalnaln psikologis, juga l 

alkaln perlalhaln memperbaliki psikososiall dalri korbaln dengaln mengaljalk korbaln 

untuk berinteralksi dallalm rualngaln konselor psikolog, jikal korbaln meralsal talkut 

kalrenal aldal oralng lalin di dallalm rualngaln altalu balhkaln kelualrgal sendiri, konselor 

psikolog alkaln mempersilalhkaln kelualrgalnyal untuk menunggu di lualr rualngaln. 

c. Pemberialn perlindungaln daln pendalmpingaln paldal setialp tingkalt pemeriksalaln mulali 

dalri penyidikaln, penuntutaln, salmpali dengaln pemeriksalaln di bidalng pengaldilaln. 

Menurut Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 balhwal alnalk halrus diberi 

perlindungaln daln pendalmpingaln salmpali tingkalt pemeriksalaln mulali dalri 

penyidikaln. UPT PPAl Pekalnbalru memberikaln pendalmpingaln hukum kepalda l 

korbaln, memberikaln rujukaln paldal alnalk untuk diberikaln lalyalnaln lalnjutaln, 

pengelolalaln kalsus, sertal memberikaln balntualn kepaldal korbaln untuk melalkukaln 

medialsi daln melalpor kepaldal instalnsi terkalit. 

d. Edukalsi tentalng kesehaltaln reproduksi, nilali algalmal, daln altalu kesusilalaln. 

Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014 Palsall 69Al poin Al menyaltalkaln balhwal 

Alnalk korbaln kekeralsaln seksuall mendalpaltkaln perlidnungaln khusus mendalpaltkaln 

edukalsi tentalng kesehaltaln reproduksi, nilali algalmal, daln kesusilalaln. Dallalm proses 

memberikaln penjelalsaln kepaldal konselor, alnalk korbaln selalin mendalpaltkaln 

pendalmpingaln psikologi, alnalk jugal alkaln mendalpaltkaln pengetalhualn tentalng 

kerohalnialn, selalin itu dallalm proses konsultalsi alnalk alkaln dimintal untuk 

memberitalhukaln kejaldialn yalng sebenalrnyal yalng membualt mentall alnalk menjaldi 

tergalnggu. Setelalh penjelalsaln, UPT PPAl alkaln memberikaln penjelalsaln kepaldal 
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alnalk tentalng kesusilalaln daln alkaln mengalkui balhwal ya lng diralsalkaln alnalk aldallalh hall 

ya lng benalr daln bukaln merupalkaln sebualh kesallalhaln. 

Jikal didalsalrkaln paldal teori perlindungaln hukum, UPT PPAl telalh memberikaln upalya l 

kepaldal malsyalralkalt sesuali dengaln hukum untuk mencalpali kedalmalialn malnusial daln 

mewujudkaln malrtalbalt malsyalralkalt sebalgali malnusial. Sedalngkaln jikal dilihalt menggunalkaln 

teori kealdilaln bermalrtalbalt, UPT PPAl telalh menjallalni nilali Palncalsilal yalitu silal ke-2 dimalnal 

malnusial halrus diperlalkukaln aldil daln bermalrtalbalt daln mendalpaltkaln hall yalng salmal terhaldalp 

diri sendiri, allalm, daln Tuhaln. Nalmun, alturaln tidalk alkaln berjallaln dengaln balik jikal kital sebalgali 

malsyalralkalt tidalk turut sertal memenuhi alturaln pemerintalh tersebut. Malkal, alturaln yalng 

sempurnal tidalk alkaln sempurnal jikal malsyalralkalt tidalk menjallalni daln tidalk memalhalminya l 

dengaln balik. Kotal Pekalnbalru sendiri malsih terdalpalt kalsus ya lng tidalk aldal kejelalsaln dalri 

malsyalralkalt, hall ini membuktikaln balhwal pendidikaln malsyalralkalt Kotal Pekalnbalru terhaldalp 

perlindungaln Alnalk daln Perempualn malsih salngalt kuralng. Hall inilalh ya lng alkaln menjaldi 

halmbaltaln balgi Negalral, Pemerintalh, Lembalgal sertal Malsyalralkalt sekitalrnya l 

 

AlNAlLISIS DAlN PEMBAlHAlSAlN 2 lHalmbaltaln Peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis 

Perlindungaln Perempualn Daln Alnalk lUPT PPAl) Di Kota l Pekalnbalru Dallalm 

Memberikaln Perlindungaln Hukum Terhaldalp Korbaln Kekeralsaln Seksuall) 

Dallalm proses pelalksalaln kegialtaln untuk mencalpali cital-cital sertal tujualn dalri sualtu 

hukum, tentu alkaln aldal hallalngaln sertal halmbaltaln ya lng diallalmi. Tidalk dalpalt dipungkiri balhwa l 

meskipun alturaln sudalh diberlalkukaln malsya lralkalt jugal alkaln tetalp sulit untuk memaltuhi alturaln, 

balhkaln kalsus yalng terjaldi dalpalt semalkin meningkalt.  

Menurut Ibu Dral. Rial Dinal Srikaldalrini, selalku Kepallal UPT Perlindungaln Perempualn 

daln Alnalk Provinsi Rialu, mengaltalkaln balhwal halmbaltaln peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis 

Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh rendalhnyal Pelalporaln Kalsus. 

Pelalporaln kalsus kekeralsaln seksuall terhaldalp alnalk sering kalli rendalh kalrenal beberalpal falktor, 

seperti ketalkutaln korbaln daln kelualrgal alkaln stigmal sosiall, kuralngnya l kepercalya laln terhaldalp 

sistem hukum, daln kuralngnyal pemalhalmaln tentalng tindalkaln yalng dalpalt dialmbil. Rendalhnya l 

jumlalh kalsus yalng dilalporkaln dalpalt mempengalruhi efektivitals upalyal perlindungaln hukum. 

Menurut Ibu IPTU Mimi Wiral Swalrtal, S.H., selalku Kalnit PPAl Polrestal Pekalnbalru, 

mengaltalkaln balhwal halmbaltaln peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln 
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Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln perlindungaln hukum terhaldalp korbaln 

kekeralsaln seksuall aldallalh Falktor Budalyal daln Sosiall. Falktor budalya l daln sosiall jugal dalpalt 

menjaldi halmbaltaln dallalm memberikaln perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln 

seksuall. Normal sosiall yalng mempersempit palndalngaln tentalng kekeralsaln seksuall daln stigma l 

ya lng terkalit dengaln korbaln kekeralsaln seksuall dalpalt menghalmbalt pelalporaln kalsus daln 

memengalruhi pendekaltaln malsyalralkalt terhaldalp perlindungaln korbaln. 

Menurut Ibu Almimmal Nurti Lusdialnal, S.I.Kom., selalku Pembimbing 

Kemalsyalralkaltaln Alhli Pertalmal, mengaltalkaln balhwal halmbaltaln peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis 

Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh Lalmbaltnyal Proses Hukum. 

Proses hukum ya lng lalmbalt daln rumit dalpalt menjaldi halmbaltaln dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum ya lng tepalt daln segeral balgi korbaln kekeralsaln seksuall. Proses hukum 

ya lng berlalrut-lalrut dalpalt menimbulkaln kelelalhaln fisik daln emosionall paldal korbaln, sertal 

menguralngi kepercalyalaln merekal terhaldalp sistem hukum. 

Berdalsalrkaln observalsi penulis dilalpalngaln balhwal halmbaltaln peralnaln Unit Pelalksalnal 

Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh rendalhnyal Pelalporaln Kalsus, 

Falktor Budalya l daln Sosiall, daln Lalmbaltnyal Proses Hukum. 

 

AlNAlLISIS DAlN PEMBAlHAlSAlN 3 lUpalyal Penyelesalialn Terha ldalp Halmbaltaln Unit 

Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn Daln Alnalk lUPT PPAl) Di Kotal Pekalnbalru 

Dallalm Memberikaln Perlindungaln Hukum Terhaldalp Korbaln Kekeralsaln Seksuall) 

Unit Pelalksalnal Teknis Pemberdalyalaln Perempualn daln Alnalk dihalralpkaln malmpu 

memberikaln perlindungaln sesuali hukum ya lng berlalku, perlindungaln dalpalt berupal : 

1. Perlindungaln Hukum Preventif 

Perlindungaln ya lng diberikaln oleh pemerintalh dengaln tujualn untuk mencegalh 

sebelum terjaldinyal pelalnggalraln. Hall ini terdalpalt dallalm peralturaln 

perundalngundalngaln dengaln malksud untuk mencegalh sualtu pelalnggalraln sertal 

memberikaln ralmburalmbu altalu baltalsaln-baltalsaln dallalm melalkukaln sualtu 

kewaljibaln. 

2. Perlindungaln Hukum Represif 



 

 

 

 

 

Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning     11 

Merupalkaln perlindungaln alkhir berupal salnksi seperti dendal, penjalral, daln 

hukumaln talmbalhaln yalng diberikaln alpalbilal sudalh terjaldi sengketal altalu telalh 

dilalkukaln sualtu pelalnggalraln 

Sedalngkaln teori kealdilaln bermalrtalbalt aldallalh sualtu ilmu, dallalm hall ini ilmu hukum. 

Sebalgali sualtu ilmu hukum, calkupaln altalu scope dalri teori kealdilaln bermalrtalbalt dalpalt dilihalt 

dalri susunaln altalu lalpisaln dallalm ilmu hukum yalng meliputi filsalfalt hukum lphilosophy of lalw) 

ditempalt pertalmal, lalpisaln kedual terdalpalt teori hukum llegall theory), lalpisaln ketigal terdalpalt 

dogmaltikal hukum ljurisprudence), sedalngkaln susunaln altalu lalpisaln yalng keempalt terdalpalt 

hukum daln pralktik hukum llalw alnd legall pralctice). 

Kemudialn proses penerimalaln kalsus, dimalnal dalri pihalk UPT PPAl alkaln mendalftalrkaln 

kalsus melallui sistem E-CIKPUAlN. Setelalh kalsus diterimal daln didalftalrkaln, proses selalnjutnya l 

aldallalh melalkukaln klalsifikalsi kalsus. Alpalkalh kalsus tersebut tergolong dallalm tindalk kekeralsaln 

paldal perempualn/alnalk. Dallalm proses melalkukaln klalsifikalsi kalsus, korbaln alkaln melalkuka ln 

screening daln walwalncalral dengaln tujualn untuk memperdallalm kalsus. 

Selalnjutnyal, petugals alkaln memberikaln Alsesment kepaldal korbaln mencalkup 

kebutuhaln korbaln seperti pendalmpingaln Psikologi/Konseling. Setelalh itu, halsil dalri 

walwalncalral daln screening alkaln dikonfimalsikaln alpalkalh kalsus tersebut merupalkaln golongaln 

tindalk kekeralsaln. Jikal yal, malkal korbaln alkaln diberikaln pilihaln untuk merujuk kepaldal instalnsi 

terkalit, jikal korbaln tidalk ingin dirujuk paldal instalnsi terkalit, malkal korbaln alkaln diberikaln 

pelalyalnaln oleh petugals. 

Dallalm proses ini dalpalt dilihalt balhwal, lalya lnaln ya lng diberikaln oleh UPT PPAl aldallalh 

berupal : 

1. Konseling Psikologis 

Yalitu, fokus paldal pemulihaln kondisi psikologis lewalt komunikalsi 2 alralh dengaln 

konselor 

2. Konsultalsi daln Pendalmpingaln Hukum 

Bertujualn untuk membalntu Klient dallalm proses hukum 

3. Aldvokalsi 

Yalitu, sosiallisalsi, pendidikaln hukum, daln psikologi. 

Dallalm proses penyelesalialn kalsus, tidalk aldal proses medialsi. Nalmun, dallalm lalpalngaln 

hall ini alkaln kemballi kepaldal pelalopor dimalnal seringkalli justru dalri pihalk korbaln menerima l 

permintalaln malalf dalri pihalk pelalku. Hall ini bialsalnyal, dalri pihalk pelalku aldallalh kelualrgal 
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sendiri sehinggal aldal ralsal khalwaltir balhwal kalsus alkaln dialnggalp sebalgali alib kelualrgal, malka l 

palral kelualrgal korbaln meralsal kalsus ini halrus diselesalikaln dengaln medialsi saljal. 

Altalu balhkaln pihalk korbaln yalng menerimal penalwalraln dalri pihalk pelalku ya lng diralsal 

cukup untuk menyelesalikaln kalsus talnpal perlu ditindalklalnjuti. Hall ini jugallalh yalng menjaldi 

halmbaltaln balgi pihalk UPT PPAl yalitu pelalpor ya lng kuralng kooperaltif, nalmun penalnggulalngaln 

dalri UPT PPAl yalitu tetalp terus memberikaln malsukaln kepaldal pihalk kelualrgal daln terus 

menerus melalkukaln penjalngkalualn kepaldal pelalpor. 

Dallalm proses memberikaln pendidikaln kepaldal malsyalralkalt, UPT PPAl melalkukaln 

shalring melallui sosiall medial, daln melalkukaln seminalr ya lng termalsuk sering dilalkukaln oleh 

UPT PPAl dallalm kegialtalnnyal. UPT PPAl jugal tralnspalralsi tentalng jumlalh kalsus-kalsus ya lng 

terjaldi di Pekalnbalru, algalr malsya lralkalt dalpalt lebih walspaldal. 

Jikal di kalitkaln dengaln teori perlindungaln hukum, dalpalt terlihalt jelals balhwal UPT 

PPAl meneralpkaln teori hukum perlindungaln hukum preventif daln represif. Yalng malnal 

preventif dilalkukaln dengaln pencegalhaln melallui penyebalraln pendidikaln daln melalkukaln 

seminalr-seminalr. Jikal dilihalt dalri teori perlindungaln hukum represif, ini aldallalh tujualn utalmal 

dalri UPT PPAl yalitu melalya lni alnalk daln perempualn sebalgali korbaln. UPT PPAl jikal dilihalt dalri 

teori kealdilaln albsolut, ya lng malnal kegialtaln yalng dilalkukaln oleh UPT PPAl aldallalh untuk 

menciptalkaln kealdilaln tidalk dengaln tujualn memballals dendalm, tetalpi balgalimalnal kealdalaln 

korbaln algalr korbaln dalpalt segeral pulih.  

Dimalnal UPT PPAl salngalt menjungjung tinggi malrtalbalt malnusial sesuali dengaln 

Palncalsilal silal ke-2. Malkal dengaln teori di altals, dalpalt dinyaltalkaln balhwal peralnaln UPT PPAl 

menjunjung tinggi nilali palncalsilal daln Undalng-Undalng Nomor 35 Talhun 2014, sertal teori 

perlindungaln hukum preventif sekalligus represif. Halmbaltaln ya lng diterimal oleh UPT PPAl 

jugal dalpalt ditalnggulalngi dengaln tepalt dengaln menggunalkaln teori perlindungaln hukum 

preventif daln lalyalnaln ya lng diberikaln UPT PPAl telalh sesuali dengaln Undalng-Undalng Nomor 

35 Talhun 2014. 

Negalral telalh menjallalnkaln tugals melallui pemerintalh dengaln balik, pemerintalh 

menghalsilkaln hukum yalng dalpalt melindungi walrgal negalralnya l. Hall ini dibuktikaln dengaln 

aldalnyal alturaln-alturaln sertal lembalgal ya lng berlalku daln unit sertal dinals ya lng diperintalhkaln 

untuk menjallalnkaln tugals malsing-malsing algalr tentralm daln tertib sertal teralralh. Nalmun, tidalk 

dalpalt dipungkiri balhwal dallalm menjallalnkaln tugalsnyal, pemerintalh alkaln mendalpaltkaln 

halmbaltaln-halmbaltaln balik dalri lembalgal, alturaln, malupun malsya lralkaltnya l sendiri.  
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Alturaln ya lng diciptalkaln bisal saljal tidalk sesuali dengaln kebialsalaln malsya lralkalt, altalu 

lembalgal yalng tidalk dalpalt menjallalnkaln fungsinya l dengaln balik. Balhkaln malsyalralkalt yalng tidalk 

paltuh dengaln alturaln yalng disalhkaln oleh pemerintalh. Hall-hall kecil tersebut alkaln berdalmpalk 

besalr jikal sering terjaldi daln tidalk aldal penalnggulalngaln dalri halmbaltaln tersebut. Malkal, dallalm 

menjallalnkaln tugals malsing-malsing halrus salling bekerjal salmal talnpal menghalmbalt saltu salma l 

lalin. 

Berdalsalrkaln observalsi penulis dilalpalngaln balhwal upalyal penyelesalialn terhaldalp 

halmbaltaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kota l 

Pekalnbalru dallalm memberikaln perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh 

perlunya l tindalkaln ya lng dalpalt dialmbil seperti melalporkaln kepaldal pihalk berwaljib, perlunya l 

pendekaltaln malsyalralkalt terhaldalp perlindungaln korbaln, daln perlunya l penegalkaln hukum ya lng 

cepalt 

 

 

KESIMPULAlN 

1. Peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di 

Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln perlindungaln hukum terhaldalp korbaln 

kekeralsaln seksuall balhwal UPT PPAl telalh memberikaln upalya l kepaldal malsyalralkalt 

sesuali dengaln hukum untuk mencalpali kedalmalialn malnusial daln mewujudkaln 

malrtalbalt malsyalralkalt sebalgali malnusial. Sedalngkaln jikal dilihalt menggunalkaln teori 

kealdilaln bermalrtalbalt, UPT PPAl telalh menjallalni nilali Palncalsilal yalitu silal ke-2 

dimalnal malnusial halrus diperlalkukaln aldil daln bermalrtalbalt daln mendalpaltkaln hall 

ya lng salmal terhaldalp diri sendiri, allalm, daln Tuhaln. Nalmun, alturaln tidalk alkaln 

berjallaln dengaln balik jikal kital sebalgali malsya lralkalt tidalk turut sertal memenuhi 

alturaln pemerintalh tersebut. Malkal, alturaln yalng sempurnal tidalk alkaln sempurnal 

jikal malsya lralkalt tidalk menjallalni daln tidalk memalhalminya l dengaln balik. Kotal 

Pekalnbalru sendiri malsih terdalpalt kalsus yalng tidalk aldal kejelalsaln dalri malsyalralkalt, 

hall ini membuktikaln balhwal pendidikaln malsyalralkalt Kotal Pekalnbalru terhaldalp 

perlindungaln Alnalk daln Perempualn malsih salngalt kuralng. Hall inilalh ya lng alkaln 

menjaldi halmbaltaln balgi Negalral, Pemerintalh, Lembalgal sertal Malsya lralkalt 

sekitalrnyal. 
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2. Halmbaltaln peralnaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln Perempualn daln 

Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln perlindungaln hukum 

terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh rendalhnyal Pelalporaln Kalsus, Falktor 

Budalyal daln Sosiall, daln Lalmbaltnya l Proses Hukum. 

3. Upalyal penyelesalialn terhaldalp halmbaltaln Unit Pelalksalnal Teknis Perlindungaln 

Perempualn daln Alnalk lUPT PPAl) di Kotal Pekalnbalru dallalm memberikaln 

perlindungaln hukum terhaldalp korbaln kekeralsaln seksuall aldallalh perlunyal 

tindalkaln yalng dalpalt dialmbil seperti melalporkaln kepaldal pihalk berwaljib, perlunya l 

pendekaltaln malsyalralkalt terhaldalp perlindungaln korbaln, daln perlunyal penegalkaln 

hukum yalng cepalt 
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